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Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya bersama
segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam
peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan
secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa
Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat Pertahanan Negara
adalah keikutsertaan tiap-tiap Warga Negara sebagai perwujudan hak dan
kewajiban dalam usaha Pertahanan Negara. Usaha Pertahanan Negara
juga dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta, yaitu TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung. TNI sebagai kekuatan utama bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara
seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan
internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan
perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNIL.
Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan
fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurt sesuai
dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan
kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia
pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa
dinas Prajurit TNI.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap
substanst yang mengatur:
kedudukan TNI;
tugas TNI;
penempatan Prajurit pada kementerian/ lembaga dan
usia masa dinas keprajuritan TNI.
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Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip
demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum
nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall
Angka 1

Pasal 3
Ayat (1)

Angka 2

Pasal 7
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “berkedudukan di bawah

Presiden” adalah keberadaan TNI di bawah kekuasaan

Presiden.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berada di dalam koordinasi
Kementerian Pertahanan” adalah segala sesuatu vang
berkaitan dengan perencanaan strategis TNI yang
meliputi aspek pengelolaan Pertahanan Negara,
kebijakan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan,
dan/atau perawatan, perekrutan, pengelolaan sumber
daya nasional, serta pembinaan teknologi industri
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen
pertahanan lainnya. Adapun pembinaan kekuatan TNI
yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan
kekuatan, dan doktrin militer berada pada Panglima
dengan dibantu Kepala Staf Angkatan.

Yang dimaksud dengan “menegakkan kedaulatan
Negara” adalah mempertahankan kekuasaan Negara

untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas

dari Ancaman.

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keutuhan
Wilayah” adalah menjaga kesatuan Wilayah kekuasaan
Negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara
yvang batas-batasnya ditetapkan dengan Undang-
Undang.
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Yang dimaksud dengan “melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah” adalah melindungi jiwa,
kemerdekaan, dan harta benda setiap Warga Negara.
Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
Negara, antara lain: :
a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh
negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan

Wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau

dalam bentuk dan cara, antara lain:

1. invasi berupa kekuatan bersenjata;

2. bombardemen berupa penggunaan senjata
lainnya;

3. blokade pelabuhan, pantai, ruang udara, atau

- seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur
satuan darat, laut, dan udara;

5. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan
bersenjata asing dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan
dengan ketentuan atau perjanjian yang telah
disepakati;

6. tindakan suatu Negara yang mengijinkan
penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk
melakukan agresi atau invasi terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara
bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan

8. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden;

b. pelanggaran Wilayah yang dilakukan oleh negara
lain;

c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan
bersenjata yang melawan Pemerintah yang sah;

d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak
instalasi penting dan objek vital nasional;

e. splonase yang dilakukan -oleh negara lain untuk
mencari dan mendapatkan rahasia militer;
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f. aksi teror bersenjata vyang dilakukan oleh teroris
internasional atau bekerja sama dengan teroris
dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri; '

g. Ancaman keamanan di Wilayah laut atau ruang
udara, yang dilakukan pihak tertentu, dapat berupa:
1. pembajakan atau perompakan;

2. penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan
peledak atau bahan lain vyang dapat
membahayakan keselamatan bangsa; dan '

3. penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian
kekayaan di laut; dan _

h. konflik Lkomunal yang terjadi antarkelompok
masyarakat yvang dapat membahayakan
keselamatan bangsa.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “operasi militer untuk
perang” adalah segala bentuk pengerahan dan
penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan
kekuatan mailiter negara lain yang melakukan
agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam
konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau
lebih, yang didahuluil dengan adanya pernyataan
perang dan tunduk pada hukum perang
internasional.
Huruf b
Angka 1
Dalam  ketentuan  ini, Pemerintah
menginformasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat terkait rencana awal
dalam mengatasi separatis bersenjata.

Angka 2
Dalam  ketentuan ini, Pemerintah
menginformasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat terkait rencana awal
dalam mengatasi pemberontakan
bersenjata.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.
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Angka 5
Yang dimaksud dengan “objek vital
nasional yang bersifat strategis” adalah
objek yang menyangkut hajat hidup
orang banyak, harkat dan martabat
bangsa, serta kepentingan nasional yang
ditentukan oleh keputusan Pemerintah.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8 _

Yang dimaksud dengan “memberdayakan

Wilayah pertahanan” adalah:

a. membantu Pemerintah menyiapkan
potensi nasional menjadi kekuatan
pertahanan yang dipersiapkan secara
dini meliputi Wilayah pertahanan
beserta kekuatan pendukungnya,
untuk melaksanakan operasi militer
untuk perang, yang pelaksanaannya
didasarkan pada kepentingan
Pertahanan Negara sesuai dengan
sistem pertahanan semesta;

b. membantu Pemerintah
menyelenggarakan pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib bagi Warga
Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

c. membantu Pemerintah
memberdayakan  rakyat  scbagai
kekuatan pendukung.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “membantu tugas

pemerintahan di  daerah” adalah

membanti pelaksanaan fungsi

Pemerintah dalam situasi dan kondisi

yang memerlukan sarana, alat, dan

kemampuan TNI untuk menyelesaikan
permasalahan yang sedang dihadapi,
antara lain membantu mengatasi akibat
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bencana alam, merehabilitasi
infrastruktur, serta mengatasi masalah
akibat pemogokan dan konflik komunal.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Yang dimaksud dengan “membantu
dalam upaya menanggulangi Ancaman
pertahanan siber” adalah TNI berperan
serta dalamm upaya menanggulangi
Ancaman siber pada sektor pertahanan
(cyber defense).

Angka 16
Yang dimaksud dengan “membantu”
adalah TNI berperan serta.

Cukup jelas.

Cukup jelas. -

Angka 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjaga Wilayah
pertahanan di darat” adalah segala upaya,
pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin
tegaknya kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah,
dan keselamatan bangsa dari segala bentuk
Ancaman, dan gangguan dari dan/atau di
Wilayah darat.

Huruf c

Cukup jelas.




Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum
dan menjaga keamanan di Wilayah laut” adalah
segala bentuk kegiatan yang berhubungan
dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan
kewenangan TNI Angkatan Laut (constabulary
function) yang berlaku secara universal dan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlaku untuk mengatasi Ancaman
tindakan kekerasan, Ancaman navigasi, serta
pelanggaran hukum di Wilayah laut.
Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI
Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup
pengejaran, penghentian, penangkapan,
penyelidikan, dan penyidikan perkara yang
selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan
Republik Indonesia.

Penegakan hukum di laut dilakukan oleh kapal
perang Republik Indonesia dan kapal Angkatan
Laut serta kewenangannya dilakukan oleh
perwira TNI Angkatan Laut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “diplomasi Angkatan
Laut” adalah fungsi diplomasi sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri vang melekat pada
peran Angkatan Laut secara universal sesuai
dengan kebiasaan internasional, serta sudah
menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang
suatu negara yang berada di negara lain memiliki
kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

Huruf d

Cukup jelas.




Huruf e
- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum dan
menjaga keamanan di ruang udara” adalah segala
upaya dan kegiatan untuk menjamin terciptanya
kondisi ruang udara yang aman serta bebas dari
Ancaman kekerasan, Ancaman navigasi, serta
pelanggaran hukum di ruang udara. '
Hurutf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2) :
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 47

Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “jabatan pada Kejaksaan
Republik Indonesia” adalah jabatan pada Kejaksaan
Republik Indonesia di bidang pidana militer.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.




Angka 7
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 1T
Cukup jelas.
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